BUPATI SIMEULUE

Menimbung

Mengingal

2ANUN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR : 8 TAHUN 2005

TENTANG

172N BOWGKAR MUAT BARANG DAGANGAN
DALAM KABUPATEN SIMEULUE

BISSMILUAHTRRATDAANIRRATIM

DENGAN RAHMAT ALLAIT YANG MAHA KEUASA

BUPATI SIMEULUE

5 bahwn sejolan dengan poning faju
pengeunaan jalan schagni serana transpertasi semakin meningkat terutama
kenderas pengangkut barang dapangan;

b.  babwa dalam rangle pengawasan dan pemasukan PAD perhu distur
Retribusi lzin Bongker Muat Barang Dagmpan delam Kabupaten
Simentic:

o bahws untuk maksud & dan b tersebul perlw ditetapkan dalam suatu
Qanun,

1. Undung-Undang Nomor 13 Tubun 1980 tentang  Jalan { Lembaran
Nepara Republik Indonesia Tehun 1980 Nomor 83, Tambahas Lembaran
Negara Nomer 3186,

2. Undang-Undang Nemor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Anglasan
Jalen (Lemburan Megara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49,
Tambahan Lemboran Negara Nomor 3480);

3. Undang-Usdane Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentulcan
Kahupaten Biveun dan Kabupetcn Simenhe (Lembatan Negara Republik
Indanesia Tahua 1999 Nomor 176, Tambuben Lembaran Negam Nomor
1897);

4, Undang-Undang Nomaor 34 Tahun 2000 tentang  Perubahan stas Undang-
Undang Nomor 1§ Tahun 1997 fentang Pajak Daerah dan Remibusi
Daerh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahue 2000 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048},

5. Undang-Undang Nomor 1§ Tahun 2001 tentang  Otonomi Khusus bagi
Provinsi Doersh Istimewa Acch sebagai Provinsi Nanperoe Aceh
Darussalain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Nomar 4134);

6. Umlang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 fentang  Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (L embaran Negara Republik Indonesia Tabun 2004

T'amhahan Lembarun Negera Nomeor 4349);

\z-Undang Nomor 32 Tahus 2004 tensang Pemerimtaban Dacrah

T rbharamn Nemara Rerblik  Indonesis Tahim 9004 Namer 1945




8  Peraturan Pomedntah Nomor 27 Tehun 1983 tentang Pelaksanaan
Undang-ndang Nemor 8 Tobun 198] fentang Hukum Acara Pidana
(Lemburan Nepata Republik ndonesia Tahun 1983 Nomer 6, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1258);

9, Perampan Pemerivsh Momor 26 Talum 1985 tentung Jalen (Lembaran
Negara Republik Indonesia Takiua 1985 Nomor 37, Tambehan Lembaran
Megara Nomer 3207);

10. Peraluran Pemerintah Nomor 25 Taiun 2000 teniang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangen Pemerintah Propinsi sebngai daerah Otonom
{Lembaran Wegara Republik Indostesia Tabun 2000 Nemor 54, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3952);
11, Porsturen Pemerintah Nomor 20 Tshun 2001 ieatang Pombinamn dan
i Daerah {Lembarnn Negaa
Republik Tndoneeia Tahon 2001 Nomor 41, Tambahian | embaran Negaza
Nomor 4890);

12, Peraluran Pemerintah Momor 66 Tehun 2001 tentang Retribusl Dactah
(Lembran Negma Republik Indonesia Tahm 2001 Nomor 119,
Tarubahan Lembaran Negra Nomor 4129);

13 Keputusen Menteri Dalam Negerl Nomor 4 Tahun 1997 lentang Penyidik
Popawai Neger Sipil i Lingkungan Pernerinah Duercdi.

Dengan Pesenjuan Hersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMEULUE

Menctapkun

: QANUN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG  RETRIBUST  IZIN

HONGKAR MUAT BARANG DAGANGAN DALAM KABUPATEN
SIMEULLUE

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Canun ini yang dimeksd deagan

Ape T

Dacreh adalah Kabupaten Simeulug;
Pemerintah Decrah adalah Bupati heserts perangkat dacrah otanom leinnya
sebagai Badan Cksekutif Dacrah;

. Bupari adalah Pepali Simeuluc;

Walkit Bupati adeish Waki) Bupati Simeulnc;

Dewan Perwakilan Ralcyat Dasroh Kabupaten Simeuhis yang sclamjutnya
disingkat DPRD Kabuparen Simeulue, sdaluh Badan Legislatif Dacrah;

Dinss Pendapaian Doereh adalsh Dinas Pendapatan Daerah Kubupaten
Simenlue;

Pejabar adalsh Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang remrihusi Daerah
sesual dengan peranitan porundangan-undangan yang berkaku,

. Padan adalah suaty bepivk bedan useha vang meliputl perseroan terbatas,

perseroan komanditer perscroan lainnya, badan wsaba milik negara awu dsersh
dengir nema dan bentuk upapun, pecsekutuan, peckumpulan fima, kongsi
koperasi, yayasan atau. organisasi yang sejenis, lembaga, dana peasiun bentuk
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Retribusi Dacrah adaleh Pungulan Daeral sebagai pambaysrun atas jasa ataw

pemberian izin lerlenty yang kbusus disedisken dan ! atan diberikan oleh

Pemerintah Dazezh untuk kepenlingan orang pribadi ata badan;

Angkutin adalah perpindshan orang den atau barang dari suaty tempat ketempat

lain dengan menggunakan kendensin;

Porusalwon_Anghinan U, adalah perpsabean yang mengganakan jass
dengan kenderaan di

Tzin Bongkar Must Buang Dagangan adlah iein yeng dlberlkan

melaksanakan bonglar mual barang di jatan dalam Kabupaten Simeulve dengan

‘mengaunakan kanderaan molor umus: dan tidak prom;

Kenderuan bukan unum adalab setiap kenderasn bermator yang dipergonakan

untuk mengangkat bareng pribndi dengan fidak dipungut bayirn

: Kgm}grmm ot adaleh setiap kenderaan bermotor yang disediakon witnk

wnakan olch umum yang dipungut bayaran;
m&,iu barang edalah setiap kenderaan henmoler yeng dipergunakan untuk
pengangkntan barang:
Kenderann khusus adalih kenderaan bemsotor uniik penurapeng dan kendetaan
hermotor ntuk barang vang dipergunakan untuk keperlnan khusus dan st
pengaughut burang barang khnsus;
Kegiatan sdalsh pecnonfaatan ruangan, pengeunaan sumber dayn alam, barang,
prasarana dan saana ata fasilitas eorientn guna melindungi kepentingan umum
dan menjaga kelestarian lingkungan;
Wajib retribusi adalsh orang pribadi atm budan yang menggerakan dan
enikmai pelayunan jasa usaha yeng bersangkutan;

. Musa retribusi acalah suam jangkn vkt letlentu yang menpakan batas waktu

bapi wajib retribusi il memenfuatlan fasa dan perizinan terient dari
pemerintah duesah:

Perizinem tertenin odalah kegiatan tectents pemeriniah daeral dalam rangka
pemberian zin kopada orang alau badan yag diraksud untak pembingan.

Surat Setoran Retribusi Dacrah yang disinizkt dengan SSRD adakil surat untuk
melakukan tegiban retribusi atau sanksl administrasi berupn bigya dan atau
denda:

Starat Tagihan Reteibusi Dasrah, yang selanjumya disingkat STRD, adalah surat

mtuk melakukan tagihon retribusi gan amn sanksi administras! herpa bunga

din gt depds;

Sutat Ketorangan Retribusi Dacrah Kurang Bayar Tambahan yang sclanjuinya
disingksti dengan SKRKDT adalah Surar Kepumusan yang menentukan tambahan
atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;

Pemeriksaan adalah serangkaisn kegintn untuk mencari dan mengumpulkan
bukri yang dengan bkt itu, membual tindak pidana dibidang retribusi yang
terindi sorta menemukan tersangkanya;

. Denyidik adulsh pejsbat poiisi Republil ndonesia ssbapaimana dimaksud

dadam pasal 6 avat {1) bruf & Undang-Undang Nomor 8 Tahua 1981

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sel u disingkat PPNS adalah Pejubut
Pegawai Negerl sipil tenentu di htingan Docra Pemerinish Dacrehs ya0g
diheri wewenang Kitusus schngal Penyidlk tindak pidana di bidang perpajalan.
Ducra dan. retiibusi Dasrah sebagsimans dimakond dalam Undung:-Undang
Nomor § Tahun 1985 tentnn: Hukum Acara Pldans;

Peayidikan Tindsk Piduns di biduug Retribusi Doerch adalah serangkaian
tivtakan yang; dilakukan oleh Pesridik Pegawai Negeri Sipil yang solanjutmya
dischut Penyidik, gun mepoari sertn mengumpulkan bukii yang dengan bukti
itu membuat terang tindak Tidana df bidang retribusi Deerah yang terjadi serla
menemukan tersamghanya




BABT
NAMA, SUBJEK, OBJEX DAN WAJIB RETRIBUST
Pasal 2

Dengan nama retribusi Tzin Bongkar Muat Barang Dagangen di pungut Retribusi
sehagal pembayuran alas pemberian izin kepade ustha mekutan mobil barang baik
umum maupun bakan v unnik melsksanakan bongkor muat barang dagangan
dadam Kabupsten Simeulue.

Pasal 3

(1) Subjek Retribusi adalah ssha mnplutan mobil bavang urmum maupun bukan
wmum yang mengadakin bongkar tbat barang dagangen & jalan.

(2) Obick tetribusi adalak: pemberian lzin Bongker Muat Barang Dagangan kepuda
nsaha angkutan mabil barang umum maupun bukan ummm.

(3) Wajib retribusi adaiah usaha angkutsn mobil harang umum maupun bukan
umum yang mengadalan bongkar muar barang dagungan di jalan berkewejiban
membayar retribusi.

BABII
PERIZINAN

Pasal 4

(1) Seriap ussha angkwien mobil bicane wmum manpun bukim waw yang
mc‘lmann'l.an ‘ongkar muat barang dagangan di jalan di wajibkan mempanyai

@ Hin schagairaans dimaksud dslam ayal (1) mbmyw oleh Bupati Simentue
setelalh mendapet rekomendasi daei Dinas Perhubungar

(3) Irin sebupaimana dimaksud daiam ayai (F) tidak dapw dialibkan kepuda orang
atau badun luinnya.

BARB IV
TATA CARA MEMPEROLEH TZIN DAN MASA
BERLAKUNYA TZIN

Pasal 5

(1) Permehonan izin ditujukan kepada Bupati Simeutue secara tertilis dintas kertas
‘bermaterai cukup.

(2) Permahanan sebagaimana dimaksud dafam ayat (1) dilenghkapi dengan
persyaratan-persyaratan schagai berkut
. Folo copy Surat Tanda Nomor Kenderaan (STNK)
b. Feto copy Surat Tanda Uji Kenderaan (STUK)

(3) Jalan-jalan yang diperbolehkan untuk Keglatan hongkar muat harang dagangan
ditesapican deagan keputusan Bugali Sielu.



BaB V.

CARA MIONGLUKUR TINGKAT PENGGLNAAN JASA
Pasal 6
Tingkat penggunann jase divkor berdasarkim jutnloh bert yane dipeibolehkan

sesuai dengan Surat Tanda Uf Kendcﬂanﬁ'ﬂm) dan Jeniz Kmdenan.

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 7
{1) Struktur wrif retribusi berdasarkan kepada jend

is kenderaan;
{2) Besaanya toif refribusi Tzin Bongkar Muat Baring Dagangan perbulan adalah
sehue: barlku :

w Untuk Jenis Mobil Barang, IMB 0 =/d 7.000 Kg kp. 50.000.~
b. Untuk Jenis Mobil Barang, JMB 7.000 =/ 14.000 Kg Rp. 75.000,~
£, Unp habil Bamag, JME 14.000 Kg keams Rp. 120000,

BAB VIl
WILAY AH PEMUNGUTAN
Pasal 8
Vemungatan Retribust Dacrah dipungut dalam Kabupaten Simentue.
BAB VI
SANKS! ADAMINISTRASI
Pasal ¢
el bt wagis reilios] Gdak wembaga tepal pada wellunys sy Kurang bayar,

dikenakan sanksi adaministrasi bernpa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi
vamg tethetang ateu kutang bagar diragih dengan menggunakan STRD,

BABIX
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

retribussi fidae dupat
(,.) Retribusi dipungut dengan meﬂgg\makm SKRD sten dokumen lain yang
dipersaanakan.



BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 11

(1) Pembeyarun retribust harus dilakuikan secara tmai.

(2) Pembayaran retribusi sehngtimana, dimoksud dalam ayat (1) disetor ke kas
Gaeeah Jilakulinn dengan mengsikan SKRD

(3) Dalam hal pembayaan diternpat lein yang ditunjuk, hasil penerimaun retribnsi
harus disetor ke ks daerah sclamba-lambotaya 1 x 24 jam ato dalam waktu

Simeulre

BAR XD
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 12

{1} Penagihan retribusi denigan menggunalam surat agihan berdasarkan SKKD oian
dokurnen Tain yang dipersamalaun, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan
Keberatan yang moayshablan juraish rotribusi dapat  ditagih melol Badan
Urusan Piutang dan Lelang Negia (BUPLN).

() Povagihan wibusi sebwgaimany diwakid dalam ayet (3) dilakukan
erdasarkan peratumn peundang-undangan yong herlaku.

AR XTI
PENGURANGAN, KERINGANAN PEMBEBAS AN RETRIBUST

Pasal 13

(i) Bupau Shweuive dapai meinberiy Letinpan dan p
retribusi

(3) Tem cara poagueangan, keriaganan den pembebosan vetribust
dimaksusd dalam ayat {1} ditetapkan dengen keputusan Hupatl.

bagaimana

BAB XL
KETENTUAN PIDANA
Pasal 14

{1) Sctiap orung dan / ataw hadan yang dengan sengaja melanggar efentuan pusul 7
dapot diancam huknman kunmgan paling lama 3 (tGga) bulan dan ata dewda
sating hanvak Rp. 5 G000~ (lima jins rsiah).

(7) Wajib retribusi yang, vidak meluksankon kevjibanmya sehingga merugikan
keuangan deersh diencam pidina kuriagan paling leme § (enam) bulan s
danda nafing 4 fempar) kali jumlch ot

(3) il pidana sebagaimans dimaksud dalars ayat (1)

PENYIDIKAN

vasul 13

(1) Pegawai Negerl Sipil di lingkungan Pererintah Kabupaten Simeulne diberi
kewennogan kb o pomidik tinduk pidec teshedap pelanggarai
Tatamtmn Imn Rinmekar Mol Taranr T aatras '

sohag




{2) Kewenangan penyidike schagaimena dimaksud pada ayat (1) adalsh schagai
beikut :

a. Menerima, mencari, mengumpaikan dan meneliti keterangan atau laporan

berkenaan dengan tindale pidania pelanggaran ketentusn Lzin Bongkar Muat

Thapngan agor kelerangan ata laposan lersshit menjadi lenykan

&

dman tmdzk mdﬂm pelunggirn Foioan, T Bongka: Muar
Dﬁﬂﬁﬂiﬁn

(i i angan i e Subih ok o il daa {8
Sehubungan dongan findak pidaney peLanggmn ketenluan I.sz(mglmrMuar
Barng Dag
Memma  buko-buky,  Catuga-CaiEn dan dokumen-dokumen  yang
berketaan dr.ugnn tindulk pidana pelanggersn ketentuian Izin Bongkur Buat

P

&

< Tedah umuk aban bukti
pencatatan dan dokamen-dokunen Luin, xnmmaialudmn penyituan tefhadap
Tphran Purksi e
f. Meminta baotuan tenaga ghli dalam rangka pelulsnnan tuges penyidikan
tindak pidana nelmpgmn ketenfuan Tzin Bongkar Muat Barang Dogongan;
o M o larhenti dgg ¢ e meleng seszorng memngoolloan mann
o tenpat paﬂn sani pemeriksean pedang berlangmung dun memeriksa
orang lain atou dokumen yang dibavis sebagaimana dimaksud

Mematret seseorang yang berisitan dengan tndak pldana pelemggurun
e b Tiimghar Mitet Besing DA gengems
Kenangst orang nmk didenger kelerngannys. dan diperiksa sebagas

=

Mezghe
Mehsns S, oty yany perlu sk kelancarm penyidiken tindalk
pidana pofangparan ketentuun Lin Bongker Muat Barang Dagangun
inensrut ki vang dupol dipeangpug jaswabkan:

e

{3) Penyidiken sebagaimana d!mu'ksud datam ayux (1) memberitahulan dimulainya
persidikas dan
dengan kefenmum yanp dnmt‘ dal:m [lndmglmﬂmlg Nomor 8 tahua 1981
tentenp Hukum Acara Pi

i) Peavidiik Pegawai N]:)ru Sipil dadam melsksanakan fgpsev schazman
dimalcsud dalam aye (1), (2) dan (3). berada dibawsh sl
pengawasan penyidik Polrl,

BABXV
ENTUAN PENUTY]

Pasal 16

Dengan berlskunya Quun ini, maka segala kelontuan yang tidak
‘erlentangan dengan Qunia ind dinyatakan tidak herlaku lagi.

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalan Qavun ini, scpanjang mengenui pelaksomaannya
akun dialur lebih lanjut dengan keputisan Pupali.



Pasal 1§
Qunun ini mulai berlaku pada tanggal diundangken.

Agtat i oy Gl s Qanun ini
dengan penestiparannya. dalim Lembazan Dacrah Knhumlm Simenhe.

Disaltkan di
Pada Tangga!

WW\MQJ{

DARMELL
Divndgoglon di 3 Sinpbang
Padu Tamggal : 28 Tlesember 2005 M

gaidah 1426 B

L R\[BAILA.N DAERAH KABUPATEN SIMEULUE
2005 NOMOR : 97 SERI ¢ NOMOR 12
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